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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 05 TAHUN 2010 

TENTANG 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-

PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2007, perlu dilakukan proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement); 

  b. bahwa untuk lebih memperluas penyebaran informasi 
pengadaan barang/jasa, serta efisiensi penyampaian informasi 
dimaksud sehingga lebih terbuka bagi semua pihak perlu 
menggunakan metode elektronik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan 
Kementerian Perumahan Rakyat. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3318); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3469); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas 
dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT 

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN 
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-
PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PERUMAHAN RAKYAT. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu  
Pengertian  

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic goverment 

procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang 
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet 
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang 
meliputi pelelangan umum secara elektronik. 

2. Layanan Pengadaan secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE adalah 
pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai 
pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

4. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 

5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; 

6. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. 
Bagian Kedua 

Tujuan  
Pasal 2  

Tujuan  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) 
di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat adalah untuk lebih 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup 

Pasal 3 
(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengadaan barang/jasa 

dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang dilakukan secara 
elektronik (e-procurement) 
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(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik (e-procurement) 
dan berjenjang yaitu : 
1. pengumuman lelang oleh panitia; 
2. upload dokumen lelang oleh panitia; 
3. download dokumen lelang oleh penyedia; 
4. penjelasan lelang; 
5. pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia; 
6. pemasukan dokumen penawaran oleh panitia; 
7. pengumuman pemenang; 
8. sanggahan kepada PPK. 

BAB II 
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) 
Bagian Kesatu 

Para Pihak  
Pasal 4 

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik (e-procurement) terdiri dari : 
a. LPSE; 
b. PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan; 
c. Penyediaan barang/jasa. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak 

Pasal 5 
LPSE mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik 

(e-procurement); 
b. melakukan registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa untuk 

memastikan penyediaan barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku. 
Pasal 6 

LPSE  memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-
penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik (e-procurement) dengan tembusan kepada inspektur Kementerian 
Perumahan Rakyat. 
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Pasal 7 
PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 
b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan 

pengadaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan 
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk 
swakelola; 

c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dimulai; 

d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik (e-
procurement); 

e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata 
cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang yang disusun panitia/pejabat 
pengadaan/unit layanan pengadaan; 

f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan 
panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; 

g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan 
pihak penyedia barang/jasa; 

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan 
i. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. 

Pasal 8 
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai  tugas dan tanggung jawab : 
a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri  (HPS); 
c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang 

telah ditetapkan oleh LPSE 
d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional; 
e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; 
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 
g. mengusulkan calon pemenang; 
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dimulai. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

